BABI

PENDAHULUAN

Melihat permasalahan dalam kasus perdata pada umumnya sering di
jumpai dalam penyelesaian sengketa yang para pihaknya lebih dari satu atau
dua pihak. Sesuai dengan judul diatas, bahwa di dalam proses pemeriksaan
sengketa perdata dimungkinkan berperkara dengan lebih dari satu pihak atau
dua pihak (kumulasi subyektif). _

Paling sedikit yang terlibat harus dua pihak yaitu pihak penggugat dan
tergugat. Tetapi dalam sebuah kasus perdata di jumpai dengan adanya pihak
ke tiga yang ikut serta di dalam proses pemeriksaan sengketa perdata. Tkut
sertanya pihak ketiga tersebut dapat atas inisiatif sendir, dapat juga atas
inisiatif dari masing-masing pihak.'

Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan
sengketa perdata, disebut infervensi, hal ini diatur di dalam Reglement
Rechtsvordering (RV), dimana ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) diatur di
dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 Reglement Rechtsvordering (RV).
Di dalam infervensi yaitu ikut sertanya pihak ketiga di dalam proses
pemeriksaan sengketa perdata yang diatur di dalam reglement rechisvordering
(RV) terdapat beberapa bentuk intervensi atau ikut sertanya pihak ketiga

tersebut.
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Melihat proses berperkara dengan tiga pihak, maka penyebab salah
satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan perkara
perdata adalah apa yang dinamakan 7Tussenkomst. Tussemkomst adalah
masuknya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa
perdata dengan jalan tidak memihak salah satu pihak dan mempunyai
kepentingan hukum sendiri. |

Prosedur atau tata cara dari Tussenkomst ini adalah bahwa pihak
ketiga yang atas inisiatifnya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan sengketa
perdata tersebut mengajukan infervensi kepada ketua pengadilan negeri
melawan pihak penggugat dan tergugat dengan menjelaskan secara jelas yang
menjadi dasar ikut sertanya pihak ketiga.

Setelah gugatan terscbut diajukan maka kemudian hakim yang
memeriksa perkara atau ketua pengadilan negeri memeriksa gugatan pihak
ketiga yang nantinya akan ditentukan atau diputuskan apakah pihak ketiga
tersebut diterima atau ditolak untuk ikut serta dalam pemeriksaan sengketa
perdata yang disidangkan.’

Tussenkomst sebagai salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam
pemeriksaan sengketa perdata pada prinsipnya adalah juga mempunyai
kepentingan sendiri. Disini diartikan bahwa kepentingannya akan terganggu
jikalau ia tidak mencampuri proses pemeriksaan itu, dengan kata lain bahwa
dengan adanya unsur Jussenkomst dalam perkara perdata yang berasal dari

pihak ketiga akan mempengaruhi proses berjalanya di dalam pengadilan.




Melihat dari ketentuan diatas maka dapat diuraikan terdapat suatu
yurisprodensi yaitu meskipun putusan hakim tidak mempunyai kekuatan yang
mengikat terhadap pihak ketiga, ini tidak berarti seolah-olah putusan itu
terhadap pihak ketiga tidak mempunyai arti sama sekali. Putusan hakim yang
nantinya dibacakan mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga.
Seberapa jauh kekuatan bukti itu adalah terserah kepada kebijaksanaan hakim
sehingga putusan hakim itu terhadap pihak ketiga mempunyai arti sebagai
persangkaan, tergantung kepada tiap-tiap peristiwa yang Kkonkrit, apakah
hakim akan memberi kekuatan bukti yang sempurna atau kurang dari itu
kepada suatu putusan hakim terhadap pihak ketiga.>

Dari uraian diatas maka untuk lebih dapat melindungi kepentingannya,
yang secara tidak langsung dapat terpengaruh oleh putusan pengadilan, maka
pihak ketiga disini lebih memilih untuk ikut berperkara langsung dan
melibatkan diri dalam proses pemeriksaan perkara, untuk lebih dapat
melindungi kepentingannya tersebut. Dalam keikutsertaan pihak ketiga pada
pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman ini, sengketa yang
sedang berjalan yaitu sewa menyewa atas tanah dan bangunan seaangkan
sengketa yang diajukan oleh pihak ketiga yaitu jual beli, dimana benda yang
dijadikan obyek sengketa dalam pokok perkara awal merukan harta bersama

walaupun telah diterbitkan akta jual beli tetapi belum diselesaikan
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serta dalam pemeriksaan perkara tersebut agar tidak merasa dirugikan‘ karena
adanya perkara tersebut.

Prinsip dalam berperkara dalam tiga pihak pada dasarnya tidak ada
larangan secara hukum yang dapat mengatur bahwa pihak ketiga tidak dapat
ikut serta dalam proses perkara perdata apabila masalah yang terjadi adalah
masalah jual beli dan pihak ketiga bersangkutan dalam hal misalnya:

1. Pihak ketiga memiliki kewenangan dalam proses perkara karena

terikat dalam kepemilikan objek perjanjian

2. Pihak ketiga merupakan salah satu seseorang yang dirugikan

apabila pihaknya dikalahkan dalam perkara perdata

Terkait dengan Berperkara dengan tiga pihak (Infervensi), maka dapat
dilihat kegunaan arti ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendird dalam
pemeriksaan sengketa perdata dengan jalan tidak memihak salah satu pihak
yang sedang berperkara, dalam hal ini sering disebut dengan Tussenkomst
adalah untuk melindungi kepentingannya atas obyek yang menjadi sengketa
dalarﬁ pokok perkara.

Untuk lebih mengetahui tentang berperkara dengan tiga pihak atau
masalah Tussenkomst dalam infervensi ini maka penulis tertarik dengan suatu
perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman yang dimana pihak ketiga

yang atas inisiatifnya sendiri ikut serta / turut campur sebagai pihak yang terlibat

Aidalasmanirn calvacrns ssmnrrm snnemamnctnlhnelrne heals bhaliaera



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan
rumusan masalah sebagai berikut;
1. Bagaimana proses beracara dengan tiga pihak dengan adanya
intervensi oleh pihak ke tiga di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apa yang menjadi dasar ikut sertanya pihak ketiga dan pertimbangan

hakim untuk mengabulkan adanya intervensi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan
dengan tujuan:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar ikut sertanya pihak
ketiga dalam proses beracara serta apa yang menjadi kewenangan
seorang hakim untuk memutus perkara yang pada prinsipnya terdiri
dari tiga pihak.
b. Untuk mengetahui bagaimana proses beracara dalam tiga pihak
atau intervensi di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Tujuan Subyektif
Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam

penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar
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